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 Kemajuan atau kemunduran peradaban dan kehidupan suatu bangsa adalah 
terletak pada tinggi dan rendahnya tingkat perekonomian yang ada di negara itu 
sendiri. Hal ini menyebabkan pemerintah menggalakkan pembangunan di segala 
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bidang, yang membutuhkan dana yang sangat besar dari penerimaan dalam negeri. 
Untuk itu pemerintah mengharapkan peran serta dari masyarakat dalam 
menghasilkan penerimaan dalam negeri tersebut. Dari sekian banyak sumber 
dana, pajak merupakan sumber dana terbesar. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban yang tidak 
dilakukan oleh WP badan dalam UU PPN No. 18 Tahun 2000, dan untuk 
mengetahui perbandingan ketaatan WP badan menurut UU PPN No. 18 Tahun 
2000 dengan kenyataan. 
 Sejalan dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka dalam 
penelitian ini data yang diperoleh penulis dari penyebaran kuesioner, diolah 
dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Dari hasil analisis, penulis 
dapat menarik simpulan bahwa kewajiban yang tidak dilakukan WP badan dalam 
UU PPN No. 18 tahun 2000 adalah kewajiban dalam menyetorkan PPN yang 
terutang, sedangkan kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN 
terutang atas impor BKP tidak berwujud atau impor JKP tidak dipenuhi WP badan 
karena memang tidak ada WP badan dalam penelitian ini yang mengimpor BKP 
tidak berwujud dan atau JKP. Dan pada kenyataannya WP badan yang tidak taat 
UU PPN jumlahnya masih lebih banyak dibandingkan WP badan yang taat UU 
PPN. 
Saran yang dapat diajukan penulis berdasarkan temuan-temuan tersebut 
adalah pemerintah harus lebih mensosialisasikan fasilitas-fasilitas umum yang 
memudahkan WP badan dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan UU PPN 
No. 18 Tahun 2000, dan pemerintah harus merancang hukuman yang lebih berat 
bagi para pelanggar UU PPN Tahun 2000, agar WP badan takut untuk melakukan 
pelanggaran, sehingga bisa meminimkan jumlah pelanggaran terhadap UU PPN 





A. Gambaran Umum 
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2003) mendefinisikan 
pajak adalah: 
“Pajak adalah iuran rakyat pada negara berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”. 
 
Definisi pajak menurut Prof. Dr. R.J.A. Adriani adalah: 
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“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan 
dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” 
 
Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja adalah: 
 
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif  dalam mencapai kesejahteraan umum” 
 
Ada dua fungsi pajak, yaitu: 
1. Fungsi Budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2. Fungsi Regulerend (mengatur) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi 
pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut 
antara lain: 
1. Teori Asuransi 
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 
Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 
suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 
2. Teori Kepentingan 
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Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misal 
perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 
seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 
3. Teori Daya Pikul 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. 
4. Teori Bakti 
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 
menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 
5. Teori Daya Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 
untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya 
kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 
masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih 
diutamakan. 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas 
konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang 
maupun konsumsi jasa. Oleh karena itu barang yang tidak dikonsumsi di 
dalam Daerah Pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol 
persen). Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan 
produksi barang di dalam negeri.  
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Pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 
yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 dan 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983. Yang berkewajiban memungut adalah 
PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang menyerahkan BKP (Barang Kena Pajak) 
dan JKP (Jasa Kena Pajak), yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-
Undang PPN. PPN tidak perlu dipungut bila penyerahan BKP dan JKP 
dilakukan oleh bukan PKP. 
UU PPN dan PPnBM tahun 2000 Pasal 1 ayat (15) mendefinisikan PKP 
adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan atau penyerahan 
Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk 
pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai 
PKP. Dasar hukum pengukuhan PKP adalah Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor Kep-161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001 tentang Jangka 
Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tatacara Pendaftaran 
Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak. Keputusan Menteri Keuangan nomor 
552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang batasan pengusaha 
kecil, menjelaskan bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu 
tahun buku melakukan: 
1. Penyerahan BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 360 
juta. 
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2. Penyerahan JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 180 
juta. 
3. Penyerahan BKP dan JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari: 
a. Rp. 360 juta jika nilai peredaran BKP lebih dari 50% dari jumlah 
seluruh peredaran bruto. 
b. Rp. 180 juta jika nilai peredaran JKP lebih dari 50% dari jumlah 
selurah peredaran bruto.  
Termasuk PKP antara lain adalah pabrikan atau produsen, importir dan 
indentor, pengusaha yang mempunyai hubungan dengan pabrikan atau 
importir, agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir, pemegang 
hak paten atau merek dagang BKP, pedagang besar, pengusaha yang 
melakukan penyerahan JKP, dan pedagang eceran. 
BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat 
berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang 
dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. 
JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan 
untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan 
dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.  
Para pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP memiliki kewajiban-
kewajiban yang berkaitan dengan PPN yang harus dipenuhinya. Kewajiban 
PKP yang berkaitan dengan PPN, antara lain: 
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1. Membuat faktur pajak. (UU PPN & PPnBM Pasal 13 ayat 1) 
2. Membuat pembukuan atau pencatatan. (UU KUTC Tahun 2000 Pasal 28 
ayat 1) 
3. Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar dan menyampaikan 
SPT tersebut ke Dirjen Pajak dengan dilampiri neraca dan laporan laba 
rugi. (UU KUTC Tahun 2000 Pasal 3 ayat 1) 
4. Memungut PPN kepada pembeli BKP dan JKP, dan Menyetor PPN 
Terutang (UU PPN & PPnBM Tahun 2000 Pasal 3A ayat 1) 
5. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang atas pemanfaatan 
BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah 
pabean/luar negeri. (UU PPN & PPnBM Tahun 2000 Pasal 3A ayat 3) 
 
B. Latar Belakang 
Kemajuan atau kemunduran peradaban dan kehidupan suatu bangsa adalah 
terletak pada tinggi dan rendahnya tingkat perekonomian yang ada di negara 
itu sendiri. Bertitik tolak pada hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang 
sedang berkembang, sekarang ini sedang menggalakkan pembangunan di 
segala bidang. Pembangunan di bidang ekonomi sebagai salah satu sasaran 
utama pembagunan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan, diperlukan 
dana yang besar, maka pemerintah membutuhkan dana terutama yang 
bersumber dari penerimaan dalam negeri. Untuk itu pemerintah 
mengharapkan peran serta dari masyarakat dalam menghasilkan penerimaan 
dalam negeri tersebut. 
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Dari sekian banyak sumber dana, pajak merupakan sumber dana terbesar. 
Pajak adalah iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada nagara 
berdasarkan kemampuan (daya pikulnya) masing-masing yang dapat 
dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan 
pembayar pajak tidak menerima imbalan/kontribusi yang dapat secara 
langsung dihubungkan dengan pajak yang dibayarnya. Namun ketaatan 
masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, ada yang berusaha 
menghindarkan diri dari pengenaan pajak atau setidak-tidaknya terkena pajak 
seringan mungkin. Masyarakat selalu menganggap bahwa pajak merupakan 
suatu beban karena tidak ada kontra-prestasi secara langsung. Hal ini 
dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati undang-undang 
dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini memang 
sulit dilakukan, bahkan mengancam kelangsungan usaha WP (Wajib Pajak). 
Padahal kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan 
semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya 
peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Harapan ini 
tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai 
keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu tidak dapat diperbaharui lagi dan 
harga jual minyak dan gas bumi di pasar dunia berfluktuasi, serta adanya 
keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian Bangsa Indonesia 
dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan melalui partisipasi aktif 
masyarakat berupa pajak. Keinginan pemerintah Indonesia adalah tepat sebab 
sebagaimana halnya yang terjadi pada pemerintah negara lain, terutama di 
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negara maju, andalan utama penerimaan negaranya berasal dari penerimaan 
pajak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pemerintah Indonesia di masa 
depan juga mengandalkan penerimaannya pada penerimaan pajak. 
Di Indonesia khususnya di Surakarta, banyak masyarakat atau pengusaha 
yang memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak tetapi tidak sedikit 
pula yang belum memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Untuk itulah 
dalam penelitian ini penulis mengambil judul “KEWAJIBAN YANG 
TIDAK DILAKUKAN WP BADAN DALAM UU PPN & PPnBM No. 18 
TAHUN 2000”. 
 
C. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 
merumuskan masalah, antara lain: 
1. Kewajiban apa saja yang tidak dilakukan WP badan dalam UU PPN No. 
18 Tahun 2000? 
2. Berapakah perbandingan WP badan yang taat dengan yang tidak taat 
melaksanakan UU PPN No. 18 Tahun 2000? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan yang hendak 
dicapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui kewajiban yang tidak dilakukan oleh WP badan dalam UU 
PPN No. 18 Tahun 2000. 
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2. Mengetahui perbandingan WP badan yang taat dengan yang tidak taat 
melaksanakan UU PPN No. 18 Tahun 2000. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 
1. Penulis 
Dapat mengetahui kewajiban apa yang tidak dilakukan WP badan dalam 
UU PPN No. 18 Tahun 2000, dan mengetahui seberapa tinggi tingkat 
ketaatan WP badan dalam UU PPN No. 18 Tahun 2000 dan 
perbandingannya dengan kenyataan 
2. Pemerintah 
Dapat digunakan sebagai tambahan informasi tentang kewajiban yang 
tidak dilakukan WP badan dalam UU PPN No. 18 Tahun 2000 
 
 
3.   Objek penelitian dan pihak lain 
Dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dalam hal 
pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. 
 
F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini, merupakan desain penelitian deskriptif. Sesuai dengan 
namanya, desain ini bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik 
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dari suatu fenomena tertentu, mengumpulkan fakta dan menguraikannya 
secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan 
dipecahkan. 
2. Jenis Data 
Jenis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah data primer, 
adalah data yang diperoleh melalui observasi dan penyebaran kuesioner 
secara langsung pada wajib pajak. 
3. Pengumpulan Data 
a. Kuesioner 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 
yang diisi langsung oleh wajib pajak atau wakilnya. 
b. Studi Pustaka 
Pengumpulan data dengan cara mencari, membaca, mempelajari 
referensi dan sumber tertulis yang berhubungan dengan objek yang 
dibahas. 
 
G. Sistematika Penulisan 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab I akan menguraikan gambaran umum, latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Bab II akan menguraikan tentang landasan teori, review 
penelitian terdahulu, analisis deskriptif, dan menyajikan hasil 
yang diperoleh dalam penelitian. 
BAB III :  TEMUAN MASALAH 
Bab III akan menguraikan temuan masalah yang ditemukan 
dalam penelitian. 
BAB IV :  SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Bab IV berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan 















ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian Pajak 
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2003) 
mendefinisikan pajak adalah: 
“Pajak adalah iuran rakyat pada negara berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”. 
 
Definisi pajak menurut Prof. Dr. R.J.A. Adriani adalah: 
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang 
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan”. 
 
Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja adalah: 
 
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 
umum”. 
 
Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, (menurut Tjahjono & 
Husein) adalah: 
a. Pajak dipungut oleh negara, berdasarkan Undang-Undang serta aturan 
pelaksanaannya. 
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individu kepada pemerintah, atau tidak ada hubungan 
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langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi 
secara individu. 
c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi 
dari negara. 
d. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah, jika masih surplus 
digunakan untuk public invesment. 
e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan tertantu kepada seseorang. 
f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu 
mengatur. 
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas 
konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi 
barang maupun konsumsi jasa. Oleh karena itu barang yang tidak 
dikonsumsi di dalam Daerah Pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan 
tarif 0% (nol persen). Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang 
sama dengan produksi barang di dalam negeri. 
Pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2000 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Yang 
berkewajiban memungut adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang 
menyerahkan BKP dan JKP, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-
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Undang PPN. PPN tidak perlu dipungut bila penyerahan BKP dan JKP 
dilakukan oleh bukan PKP. 
UU PPN dan PPnBM tahun 2000 Pasal 1 ayat (15) mendefinisikan 
PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan atau 
penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini, 
tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih 
untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dasar hukum pengukuhan PKP adalah 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-161/PJ/2001 tanggal 21 
Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan 
Usaha serta Tatacara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak. 
Keputusan Menteri Keuangan nomor 552/KMK.04/2000 tanggal 22 
Desember 2000 tentang batasan pengusaha kecil, menjelaskan bahwa 
pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku 
melakukan: 
a. Penyerahan BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 
360 juta. 
b. Penyerahan JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 
180 juta. 
c. Penyerahan BKP dan JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih 
dari: 
1) Rp 360 juta jika nilai peredaran BKP lebih dari 50% dari jumlah 
seluruh peredaran bruto. 
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2) Rp 180 juta jika nilai peredaran JKP lebih dari 50% dari jumlah 
selurah peredaran bruto. 
Termasuk PKP antara lain adalah pabrikan atau produsen, importir dan 
indentor, pengusaha yang mempunyai hubungan dengan pabrikan atau 
importir, agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir, 
pemegang hak paten atau merek dagang BKP, pedagang besar, pengusaha 
yang melakukan penyerahan JKP, dan pedagang eceran. 
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah suatu sarana administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
Wajib Pajak. 
NPWP dan atau NPPKP memiliki beberapa fungsi bagi WP atau PKP, 
adapun fungsi tersebut antara lain: 
a. Fungsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah sebagai: 
1) Identitas Wajib Pajak. 
2) Pengawasan administrasi perpajakan. 
3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 
4) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. 
b. Fungsi NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) adalah 
sebagai: 
1) Identitas Wajib Pajak. 
2) Pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBM. 
3) Pengawasan administrasi perpajakan. 
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Sanksi dalam NPWP/NPPKP adalah bagi mereka yang dengan sengaja 
tidak mendaftarkan, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak 
NPWP/NPPKP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, 
diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda 
setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang atau kurang 
dibayar. 
4. Kewajiban Umum Setiap Wajib Pajak 
Ada 2 kewajiban pokok setiap WP (Wajib Pajak), yaitu: 
a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 
UU KUTC No. 16 pasal 2 ayat 1 tentang kewajiban WP mendapatkan 
NPWP, “Setiap WP wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan NPWP”. 
b. Mendaftarkan diri sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) 
UU KUTC No. 16 pasal 2 ayat 2 tentang kewajiban WP mendaftarkan 
diri sebagai PKP, “Setiap WP sebagai pengusaha yang dikenakan 
pajak berdasarkan UU PPN 1983 dan perubahannya, wajib 
melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 
pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan 




5. Kewajiban PKP (Pengusaha Kena Pajak) 
Para pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP memiliki 
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban PKP yang 
berkaitan dengan PPN, antara lain: 
a. Membuat faktur pajak 
UU PPN & PPnBM pasal 13 ayat 1 tentang kewajiban PKP membuat 
faktur pajak, “PKP membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan 
BKP di dalam daerah pabean, penyerahan BKP untuk ke luar daerah 
pabean (ekspor), dan penyerahan JKP di dalam daerah pabean. 
Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan 
sebagai saran mengkreditkan pajak masukan”. 
b. Membuat pembukuan atau pencatatan 
UU KUTC tahun 2000 pasal 28 ayat 1 tentang kewajiban PKP untuk 
membuat pembukuan, “WP orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia wajib 
menyelenggarakan pembukuan”. Dalam pasal 1 ayat 26 UU KUTC 
“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, harga 
perolehan barang dan jasa, harga penyerahan barang dan jasa, yang 
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 
laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir”. Pasal 28 ayat 2 
menyebutkan, “Diperbolehkannya WP pribadi yang beromset kurang 
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dari Rp 600 juta per tahun diperbolehkan menggunakan norma 
perhitungan penghasilan neto”. 
c. Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar dan menyampaikan 
SPT tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak dengan dilampiri neraca dan 
laporan rugi laba 
UU KUTC tahun 2000 pasal 3 ayat 1 tentang kewajiban untuk mengisi 
SPT, “Setiap WP wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan 
menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan 
menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat 
Jenderal Pajak tempat WP terdaftar dan dikukuhkan”. Pasal 4 ayat 4, 
menambahkan, “SPT Tahunan yang disampaikan langsung oleh WP 
yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba, serta keterangan-
keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya 
Penghasilan Kena Pajak”. 
d. Memungut PPN kepada pembeli BKP dan JKP, dan Menyetor PPN 
UU PPN & PPnBM tahun 2000 pasal 3A ayat 1 tentang kewajiban 
melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor dan 
melaporkan pajak yang terutang, “PKP dan pengusaha kecil yang 
memilih dikukuhkan menjadi PKP, wajib melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan 
melaporkan PPN & PPnBM yang terutang”. 
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e. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas 
pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar 
daerah pabean (luar negeri). 
UU PPn & PPnBM tahun 2000 pasal 3A ayat 3 tentang kewajiban 
memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang dari luar 
negeri, “Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak 
berwujud dari luar daerah pabean, dan atau  yang memanfaatkan JKP 
dari luar daerah pabean, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan 
PPN yang terutang yang perhitungan dan tata caranya diatur dengan 
Keputusan Menteri Keuangan”. Untuk kewajiban ini dilakukan oleh 
siapapun yang melakukan impor BKP tiadk berwujud dan impor JKP, 
baik PKP maupun non PKP. 
6. Barang Kena Pajak (BKP) 
BKP (Barang Kena Pajak) adalah barang berwujud yang menurut sifat 
atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan 
barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan 
PPnBM. Dengan batasan di atas BKP dapat dirinci: 
a. Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merk Dagang, Hak 
Paten, Hak Cipta, dan lain-lain). 
b. Dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. 
Jenis barang yang tidak dikenakan PPN, berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, yaitu: 
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a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil 
langsung dari sumber, seperti: minyak mentah (crude oil), gas bumi, 
panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi 
briket batubara, dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, 
bijih nikel, bijih perak serta bijih bauksit. 
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, 
seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam yodium/tidak 
yodium. 
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah 
makan, warung dan sejenisnya, tidak termasuk makanan dan minuman 
yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. 
d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. 
7. Jasa Kena Pajak (JKP) 
JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan 
untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan 
dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU 
PPN dan PPnBM. 
Jasa yang tidak dikenakan pajak, mengacu pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 144 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 yaitu: 
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik. 
b. Jasa di bidang pelayanan sosial. 
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c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. 
d. Jasa di bidang keagamaan. 
e. Jasa di bidang pendidikan. 
f. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak 
Tontonan. 
g. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. 
h. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air. 
i. Jasa di bidang tenaga kerja. 
j. Jasa di bidang perhotelan. 
k. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 
pemerintahan secara umum. 
8. Surat Pemberitahuan (SPT) 
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh WP digunakan 
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Fungsi SPT bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah: 
a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang. 
b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak 
Keluaran. 
c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 
dilaksanakan oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa 
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Pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. 
WP badan yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT akan 
dikenakan sanksi berupa denda dan atau kurungan penjara. Adapun sanksi 
terlambat atau tidak menyampaikan SPT: 
a. WP terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT-Masa 
sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk SPT-Tahunan 
sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 
b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak 
benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya 
tidak benar karena kealpaan WP sehingga dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan negara, dipidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah 
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
c. WP tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau 
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja 
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar. 
Untuk menghitung besarnya PPN yang terutang perlu adanya DPP 
(Dasar Pengenaan Pajak). Yang menjadi DPP adalah: 
a. Harga jual 
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b. Nilai penggantian 
c. Nilai impor 
d. Nilai ekspor 
e. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 
Apabila menggunakan Nilai Lain sebagai DPP, DPP-nya adalah 20% 
dari jumlah seluruh penyerahan barang dagangan. 
Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalikan 
tarif PPN (10% atau 0% untuk ekspor BKP) dengan DPP. 
PPN yang terutang = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak 
 
 
B. Review Penelitian Terdahulu 
Permasalahan-permasalahan yang timbul dapat disebabkan karena WP 
menganggap prosedur yang terlalu berbelit-belit dan tidak efisien sehingga 
WP mengalami kesulitan dalam pengisian maupun penyampaian SPT. Selain 
itu, kurangnya pengetahuan WP di bidang perpajakan, dan kurangnya 
penyuluhan dan pengadaan pelayanan informasi di bidang perpajakan. 
Sehingga dalam hal ini KPP (Kantor Palayanan Pajak) perlu mengadakan 
upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. 
(Wahyudi, 2005) 
Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi WP terhadap kepatuhan 
pembayaran pajak restoran, hasilnya, semua variabel independen yang 
meliputi kesadaran hukum WP, pelayanan yang diberikan fiskus, tingkat 
pendidikan WP, dan omset usaha WP tidak mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak restoran. (Santoso 
dkk, 2005) 
Jackson dan McKee (1992) melakukan eksperimen untuk mengestimasi 
pengaruh instrumen fiskal terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian 
ini, menyimpulkan semakin besar probabilitas pemeriksaan dan 
pinalti/hukuman, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak meskipun 
tidak signifikan. Kepatuhan wajib pajak juga meningkat ketika tarif pajak 
semakin turun, dan ketika WP merasakan banyak manfaat barang publik yang 
dibiayai dari pajak yang dibayarkan. Beberapa penelitian mengenai 
penghindaran pajak (tax evasion) telah menemukan hubungan yang signifikan 
antara sikap kepatuhan seorang WP dengan tingkat kepatuhan WP yang lain. 
(Webley, Robben, dan Morris, 1998 dalam Komalasari 2005) 
 
C. Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menguraikan sifat atau deskripsi 
tentang karakteristik dari suatu fenomena tertentu, mengumpulkan fakta dan 
menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang 
akan dipecahkan. (Umar, 1993) 
Penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data 
membutuhkan kesungguhan responden dalam menjawab setiap pertanyaan 
yang diajukan. Dalam penelitian ini, fenomena atau masalah yang akan 
diuraikan tentang karakteristik responden yang menjadi objek penelitian yaitu 
wajib pajak badan yang ada di wilayah Surakarta dan sekitarnya. 
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Penulis telah menyebarkan kuesioner kepada 30 responden atau wajib 
pajak badan, baik berupa PT, Fa, CV, Koperasi, dan bentuk usaha lainnya. 
Penulis akan menyajikan data yang diperoleh dari kuesioner, yang nantinya 
akan diolah menggunakan analisis deskriptif. Data tersebut dapat dilihat pada 
tabel II. 1. 
Tabel II. 1 menunjukkan bahwa hasil survei dengan menggunakan 
kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden, badan usaha berbentuk CV 
lebih dominan dari badan usaha bentuk PT, Fa, Koperasi, dan bentuk lainnya. 
Kesemua responden telah mendaftarkan usahanya, dan telah memiliki 
NPWP/NPPKP. Jenis barang yang dijual pun beragam, ada elektronik, 
komputer, obat-obatan, kontraktor, material, kayu, furniture, jasa, otomotif, 
pulsa, kendaraan, dan ID card. Beberapa WP badan yang telah memakai jasa 
konsultan pajak, berjumlah 22 WP badan, 8 WP badan lainnya belum atau 
tidak memakai jasa konsultan pajak. Bagi WP badan yang telah memakai jasa 
konsultan pajak, pengisian SPTnya dilakukan oleh konsultan pajaknya, 
sedangkan WP badan yang belum atau tidak memakai jasa konsultan pajak, 
pengisian SPTnya dilakukan sendiri atau dilakukan oleh karyawannya. 
Tabel II. 1 yang dibuat penulis dimaksudkan untuk menggambarkan secara 
umum data yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian. Tabel 






































































































     98.000.000 
     78.628.500 
     85.000.000 
     66.000.000 
525.000.000 
     60.000.000 





     32.000.000 
     75.000.000 
     80.000.000 
     40.000.000 

























































































































Sumber: Data primer 
Keterangan: 
P : Punya   A : Sendiri  C : Konsultan   
TP : Tidak Punya  B : Karyawan 
Penulis mengolah data primer tersebut dengan menggunakan analisis 
deskriptif. Hal ini dilakukan penulis agar data primer tersebut dapat 
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menggambarkan dan menguraikan permasalahan dalam penelitian secara lebih 
rinci dan menyeluruh, sehingga mudah dibaca atau dipahami. 
Berikut ini penulis sajikan karakteristik responden dengan menggunakan 
analisis deskriptif. 
1. Bentuk Usaha Responden 
Tabel II. 2 
Bentuk Usaha Responden 
 











  10 % 
    0 % 
  90 % 
    0 % 
    0 % 
Jumlah 30 100 % 
Sumber: Data primer diolah 
Dalam penelitian ini responden berjumlah 30 badan usaha. Jumlah 
bentuk usaha terbanyak adalah CV sebanyak 27 atau 90% dari total 
responden. Untuk PT sebanyak 3 atau 10%, sedangkan untuk Fa, 
Koperasi, dan bentuk usaha lainnya tidak ada atau 0%. 
2. Jenis Barang yang Dijual Responden  
Jenis barang yang dijual responden digolongkan menjadi 13, yaitu 
elektronik, komputer, obat-obatan, kontraktor, otomotif, jasa, sepeda 
motor, bahan bangunan, furniture, kayu jati, pulsa, percetakan. Adapun 
hasil dari penelitian dapat dilihat pada tabel II. 3.  
Kelompok elektronik dan komputer termasuk kelompok yang paling 
banyak, yaitu masing-masing 7 atau 23,3%, selanjutnya, kelompok bahan 
bangunan yaitu 3 atau 10%. Kelompok obat-obatan, kontraktor, otomotif, 
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dan jasa masing-masing sebanyak 2 atau 6,7%, dan yang paling sedikit 
kelompok sepeda motor, furniture, kayu, pulsa, dan percetakan masing-
masing 1 atau 3,3%. Berikut penulis sajikan tabel II. 3: 
Tabel II. 3 
Jenis Barang yang Dijual Responden 
 
Jenis Barang Dijual   Frekuensi  Persentase 
Elektronik          7    23,3 % 
Komputer          7    23,3 % 
Obat-obatan          2      6,7 % 
Kontraktor          2       6,7 % 
Otomotif          2      6,7 % 
Jasa           2      6,7 % 
Sepeda motor          1      3,3 % 
Bahan bangunan         3    10    % 
Furniture          1      3,3 % 
Kayu           1      3,3 % 
Pulsa           1      3,3 % 
Percetakan          1      3,3 % 
      Jumlah        30             100   % 
Sumber: Data primer diolah 
3. Konsultan Pajak Responden 
Kelompok konsultan pajak digolongkan menjadi dua, yaitu punya dan 
tidak punya. Adapun hasil dari penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini: 
Tabel II. 4 
Konsultan Pajak Responden 
 
Konsultan Pajak   Frekuensi  Persentase 
Punya           22       73,3 % 
Tidak punya            8       26,7 % 
       Jumlah          30     100   % 
Sumber: Data primer diolah 
Dari 30 responden yang mempunyai konsultan pajak sebanyak 22 
responden atau 73,3% dan sisanya sebanyak 8 responden atau 26,7%. 
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4. Pengisi SPT Responden 
Pengisi SPT digolongkan menjadi tiga, yaitu sendiri, karyawan, dan 
konsultan. Adapun hasil dari penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini: 
Tabel II. 5 
Pengisi SPT Responden 
 
Pengisi SPT    Frekuensi  Persentase 
Sendiri              6       20    % 
Karyawan         2         6,7 % 
Konsultan         22       73,3 % 
     Jumlah         30       100 % 
Sumber: Data primer diolah 
Dari 30 responden, yang mengisi SPT sendiri sebanyak 6 atau 20%, 
yang diisikan karyawan sebanyak 2 atau 6,7%, dan sisanya sebanyak 22 
atau 73,3% diisikan oleh konsultan. 
5. Tingkat Ketaatan WP dalam Memiliki NPPKP 
Tabel II. 6 menunjukkan bahwa semua responden dalam penelitian ini 
wajib melaporkan usahanya dan memiliki NPPKP, sesuai dengan UU 
KUTC nomor 6 tahun 2000 pasal 1 ayat 1 yang mendefinisikan WP adalah 
orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 
termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, karena semua 
responden adalah para pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan 
atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN & PPnBM tahun 
2000 pasal 1 ayat 15. Dan tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pada 
kenyataannya semua responden dalam penelitian ini telah memiliki 
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NPPKP, bila ditunjukkan dengan persentase, jumlahnya adalah 100%. 
Dengan demikian ketaatan WP badan atas kewajiban mendaftarkan diri 
sebagai PKP sangat baik. 
Tabel II. 6 


































































































Jumlah 30 30 
% 100% 100% 





W : Wajib 
P : Punya 
6. Tingkat Ketaatan WP dalam Membuat Faktur Pajak 
Membuat faktur pajak adalah kewajiban PKP yang berkaitan dengan 
PPN, hal ini sesuai dengan UU PPN & PPnBM pasal 13 ayat 1 yang 
mewajibkan PKP membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP di 
dalam daerah pabean, penyerahan BKP keluar daerah pabean (ekspor), dan 
penyerahan JKP di dalam daerah pabean.  
Tabel II. 7 menunjukkan bahwa responden 1 (satu) sampai dengan 30 
(tiga puluh) telah melakukan kewajiban membuat faktur pajak dengan baik 
sesuai yang diwajibkan dalam UU PPN & PPnBM pasal 13 ayat 1. Hal ini 
dikarenakan faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat 
digunakan sebagai sarana mengkreditkan pajak masukan.  
Pada kenyataannya ternyata WP badan dalam penelitian ini telah 
melakukan kewajibannya dalam membuat faktur pajak dengan baik, hal itu 
berarti WP badan telah mentaati UU dan tingkat ketaatannya dalam 
kewajiban ini mencapai 100%. 
Kewajiban membuat faktur pajak telah dilakukan oleh 30 responden 
atau WP badan dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan UU PPN & 
PPnBM pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa kesemua responden telah 
wajib hukumnya untuk membuat faktur pajak. Adapun tabel II. 7 tersebut 
dapat dilihat dibawah ini: 
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Tabel II. 7 


































































































Jumlah 30 30 
% 100% 100% 
Sumber: Data primer diolah 
Keterangan: 
W  : Wajib 




7. Tingkat Ketaatan WP dalam Membuat Pembukuan atau Pencatatan 
Pembukuan atau pencatatan dapat dikatakan sebagai alat informasi 
pihak internal perusahaan dan pihak-pihak eksternal (pihak di luar 
perusahaan). Hal ini didukung dengan setiap pihak internal maupun pihak 
eksternal akan mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan 
tersebut, keduanya menggunakan informasi yang ada dalam pembukuan 
atau pencatatan. Dalam pasal 1 ayat 26 UU KUTC adalah suatu proses 
pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, 
biaya, harga perolehan barang dan jasa, harga penyerahan barang dan jasa, 
yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
pada setiap tahun pajak berakhir. Membuat pembukuan dan pencatatan 
merupakan kewajiban yang berkaitan dengan PPN yang harus dipenuhi 
oleh setiap WP, seperti disebut dalam UU KUTC tahun 2000 pasal 28 ayat 
1, bahwa WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas dan WP badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. 
Pada tabel II. 8, responden yang menurut UU wajib melakukan 
pembukuan atau pencatatan adalah sebanyak 30 responden atau semua 
responden pada penelitian ini, atau bila dilihat dalam persentase hasilnya 
mencapai 100%, karena semua responden merupakan WP badan yang 
berada di Indonesia seperti tersebut dalam UU KUTC tahun 2000 pasal 28 
ayat 1. Dan pada kenyataannya WP badan dalam penelitian ini yang 
melakukan kewajiban tersebut juga berjumlah 30 atau semuanya telah 
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memenuhi kewajiban tersebut dengan baik. Hasil dalam persentasepun 
mencapai 100%. 
Tabel II. 8 
Tingkat Ketaatan WP dalam 



































































































Jumlah 30 30 
% 100% 100% 




W  : Wajib 
P : Punya  
8. Tingkat Ketaatan WP dalam Menyampaikan SPT 
Setiap WP wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan 
menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan 
menandatangani serta menyampaikan SPT  ke kantor Direktorat Jenderal 
Pajak tempat WP terdaftar atau dikukuhkan, sesuai dengan UU KUTC 
tahun 2000 pasal 3 ayat 1. Kewajiban menyampaikan SPT juga merupakan 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap WP badan karena SPT 
memiliki beberapa fungsi bagi WP badan atau PKP. Adapun fungsi 
tersebut sebagai: 
a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN 
terutang 
b. Melaporkan pengkreditan pajak masukan  terhadap pajak keluaran 
c. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 
PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak 
d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipungut 
dan yang telah disetorkan 
Menyadari hal itu maka semua responden dalam penelitian ini telah 
semuanya atau 100% menyampaikan SPT, dan juga dikarenakan semua 
WP badan dalam penelitian ini, menurut UU adalah wajib hukumnya 
untuk menyampaikan SPT. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel II. 9 yang 
ada di bawah ini: 
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Tabel II. 9 


































































































Jumlah 30 30 
% 100% 100% 
Sumber: Data primer diolah 
Keterangan: 
W  : Wajib 




9. Tingkat Ketaatan WP dalam Menyetorkan PPN Setiap Bulan 
PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP berkewajiban 
memungut PPN. PKP juga berkewajiban menyetorkan PPN yang terutang. 
Sesuai UU PPN & PPnBM tahun 2000 pasal 3A ayat 1. 
Tabel II. 10 
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Jumlah 8.854.344.000 885.434.400 6.526.500 0,74 % 
Sumber: Data primer diolah 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menyetorkan PPN yang 
terutang merupakan kewajiban yang tidak dilakukan dengan baik, hal ini 
terlihat dengan hanya ada 4 responden saja yang menyetorkan PPN 
terutang. Penyetoran PPN terutang pun tidak disetorkan sesuai dengan 
yang seharusnya. Responden no. 15 hanya menyetorkan PPN sebesar 
34,75% dari yang seharusnya terutang atau sebesar Rp 243.250. 
Responden no. 16 hanya menyetorkan PPN sebesar 60,47% dari yang 
seharusnya terutang atau sebesar Rp 713.250. Responden no. 17 hanya 
menyetorkan PPN sebesar 40% dari yang seharusnya terutang atau sebesar 
Rp 5.000.000. Dan responden no. 23 hanya menyetorkan PPN sebesar 
5,7% dari yang seharusnya terutang atau sebesar Rp 570.000. Sedangkan 
responden yang lain tidak menyetorkan PPN sama sekali. Tabel tersebut 
juga menunjukkan jumlah PPN terutang sebesar Rp 885.434.400, 
sedangkan jumlah PPN yang dibayar hanya sebesar Rp 6.526.500, hal ini 
berarti jumlah tingkat ketaatan dari 30 WP badan dalam penelitian ini 
hanya sebesar 0, 74%. 
10. Tingkat Ketaatan WP dalam Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN 
yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau 
pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean (luar negeri). 
Kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang 
atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar 
daerah pabean (luar negeri), merupakan kewajiban yang seperti tersebut 
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dalam UU PPN & PPnBM tahun 2000 pasal 3A ayat 3, “orang pribadi atau 
badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, 
dan atau yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean, wajib 
memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang yang 
perhitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
Namun, karena kewajiban ini hanya dilakukan oleh siapapun yang 
melakukan impor BKP tidak berwujud dan impor JKP, baik PKP maupun 
non PKP, maka semua responden atau WP badan dalam penelitian ini 
tidak wajib melakukan kewajiban tersebut karena semua responden atau 
WP badan dalam penelitian ini, dalam kegiatan usahanya tidak melakukan 
impor BKP tidak berwujud ataupun impor JKP. 
 
D. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian yang didapat penulis dari penelitian ini merupakan hasil 
yang telah melalui proses analisis deskriptif. Setelah melalui proses tersebut 
dapat dilihat bahwa dari lima kewajiban yang berkaitan dengan PPN yang 
seharusnya dipenuhi WP badan, menurut UU semua WP badan tersebut wajib 
memenuhi empat kewajiban, karena kewajiban memungut, menyetor, dan 
melaporkan PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau 
pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean hanya dilakukan oleh siapapun yang 
melakukan impor BKP tidak berwujud dan impor JKP. Namun kenyataannya 
dari empat kewajiban WP badan hanya memenuhi tiga kewajibannya, yaitu 
membuat faktur pajak, membuat pembukuan atau pencatatan, dan 
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menyampaikan SPT. Sedangkan kewajibannya menyetorkan PPN hanya 
dilakukan oleh 4 WP badan saja, dan selebihnya tidak menyetor. Hal ini 
sangat disayangkan, mengingat ketaatan penyetoran pajak sangat penting, 
karena berpengaruh terhadap penerimaan negara guna pembangunan nasional. 
Analisis deskriptif yang dilakukan penulis juga menunjukkan perbandingan 
ketaatan WP badan menurut UU PPN & PPnBM No. 18 Tahun 2000 dengan 
kenyataan: menurut UU, 30 WP badan dalam penelitian ini wajib membuat 
faktur pajak, wajib membuat pembukuan atau pencatatan, wajib mengisi SPT, 
dan pada kenyataannya semua WP badan telah melakukan kewajiban tersebut, 
persentasenya mencapai 100%. UU juga mewajibkan 30 WP badan dalam 
penelitian ini untuk menyetorkan PPN terutangnya, tapi yang melakukannya 
hanya ada 4 WP badan saja atau 13,33%, sedangkan yang tidak melakukannya 
sebanyak 26 WP badan atau 86,67%. Dan kewajiban terakhir, yaitu kewajiban 
memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang atas pemanfaatan BKP 
tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, menurut UU, tidak wajib 
dilakukan oleh WP badan, karena kewajiban tersebut hanya wajib dilakukan 
oleh siapapun yang melakukan impor BKP tidak berwujud dan impor JKP, 
dan 30 WP badan dalam penelitian ini dalam kegiatan usahanya tidak 









 Setelah penulis melakukan penelitian ini, maka penulis menemukan 
beberapa kebaikan dan kelemahan, yaitu: 
A. Kebaikan 
1. WP badan dalam penelitian ini, keseluruhannya memiliki omset penjualan 
lebih dari Rp 360 juta untuk yang melakukan penyerahan BKP dan lebih 
dari Rp 180 juta untuk yang melakukan penyerahan JKP, atau sudah di 
atas batasan Pengusaha Kecil.  
2. Kewajiban mendaftarkan diri menjadi PKP dan memiliki NPPKP, 
kewajiban membuat faktur pajak, kewajiban membuat pembukuan atau 
pencatatan, dan kewajiban menyampaikan SPT, telah dilakukan WP badan 
dalam penelitian ini dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel-




1. Kewajiban menyetor PPN terutang belum dipenuhi dengan maksimal oleh 
WP badan, hal ini terbukti dengan WP badan yang menyetorkan PPN 
terutangnya hanya berjumlah 4 WP, dan yang tidak menyetorkan 
berjumlah 26 WP dari jumlah 30 responden. Hal tersebut sangat 
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disayangkan karena jumlah WP badan yang tidak taat lebih banyak 
daripada jumlah WP badan yang taat. 
2. Kebanyakan WP badan memilih untuk menggunakan jasa konsultan pajak 
untuk mengurusi kewajiban perpajakannya, sehingga WP badan sendiri 





















SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab 
terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa WP badan dalam penelitian ini 
memiliki omset penjualan atau pendapatan yang melebihi batasan pengusaha 
kecil, yaitu di atas Rp 360 juta untuk WP yang melakukan penyerahan BKP, 
dan di atas Rp 180 juta untuk WP yang melakukan penyerahan JKP. Bahkan 
ada yang telah memiliki omset penjualan di atas Rp 1.000.000.000 per bulan. 
Kebanyakan dari WP badan telah menggunakan jasa konsultan pajak, dan 
memiliki catatan atau pembukuan dalam bidang akuntansi untuk mencatat 
segala kegiatan usahanya. WP badan tersebut seluruhnya telah memiliki 
NPWP/NPPKP. Namun demikian, masih banyak WP badan yang belum 
mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak diantara 
WP badan yang belum menyetor Pajak Pertambahan Nilai, walaupun telah 
menyampaikan SPT. Mereka menganggap prosedurnya berbelit-belit, dan 
jumlah pajak yang terutang sangat besar. Hal ini disebabkan kurangnya 
kesadaran WP badan akan pentingnya membayar pajak. 
Penelitian ini, menunjukkan hasil bahwa: 
1. Kewajiban WP badan yang banyak tidak dilaksanakan oleh WP menurut 
UU PPN No. 18 Tahun 2000 adalah kewajiban dalam menyetor dan 
melaporkan PPN terutang. Sedangkan kewajiban lainnya seperti memiliki 
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NPPKP, membuat faktur pajak, membuat pembukuan atau pencatatan, dan 
menyampaikan SPT telah dilakukan dengan baik. Dalam hal penyampaian 
SPT banyak WP badan yang masih menggunakan jasa konsultan sebesar 
73,3% (22 WP), oleh karyawan sebesar 6,7% (2 WP), dan oleh pengusaha 
sendiri sebesar 20% (6 WP). Sedangkan  kewajiban memungut, menyetor, 
dan melaporkan PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau 
JKP dari luar daerah pabean, tidak wajib dilakukan oleh WP badan, karena 
kewajiban tersebut hanya wajib dilakukan oleh siapapun yang melakukan 
impor BKP tidak berwujud dan impor JKP, dan 30 WP badan dalam 
penelitian ini dalam kegiatan usahanya tidak melakukan kegiatan tersebut. 
2. WP badan yang taat UU PPN & PPnBM no. 18 Tahun 2000, jumlahnya 
lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak taat. 
 
B. Rekomendasi 
Setelah melihat simpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis akan 
menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi pihak-pihak 
yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran dari penulis: 
1. Dengan belum optimalnya PPN yang diterima pada kas negara, maka 
pemerintah (Dirjen Pakak) harus lebih mensosialisasikan fasilitas-fasilitas 
umum yang memudahkan WP badan dalam melakukan kewajibannya 
khusunya dalam hal penyetoran pajak terutang yang sesuai dengan UU 
PPN No. 18 Tahun 2000 sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan 
negara dari sektor pajak khusunya dari PPN. 
 55 
2. Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar UU 
PPN Tahun 2000. Agar WP badan takut untuk melakukan pelanggaran, 
sehingga bisa meminimalkan jumlah pelanggaran terhadap UU PPN No. 
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